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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 44 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBINAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa kesehatan meru pakan hak asasi manusia, sehin gga 
pembangunan keseha tan ditujukan untuk meningka tkan 
kesadaran, kemauan , dan kemampuan hidup seha t bagi 
setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat 
yang optimal den gan penduduk yang hidup dalam 
lingkungan sehat dan perilaku hid up sehat serta memiliki 
kemampuan untuk men-jangkau pelayanan dan fa silitas 
kesehatan yang bermutu secara adil dan merata; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran Pera turan 
Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/PER/ XI/2011 
ten tang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat, peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Perilaku 
Hidup Bersih dan Seha t antara lain menetapkan kebijakan­
kebijakan koordi-natif dan pem binaan dalam bentuk 
penetapan pera -turan atau k eputusan tentang pembinaan 
PHBS di semu a tatanan; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan h u ruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bu pati tentang Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
di Kabupaten Tasikmalaya; 

1. Undang-Un dangNomor 14 Tahun 1950 tentang Pem­
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) , 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
daerah Kabu paten dalam Lingkungan Provinsi J awa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851) 
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2 . Un dang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentan g Wabah 
Penyakit Men ular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3237) ; 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 69, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4851) ; 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psiko­
tropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) ; 

5. Un dang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063) ; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In donesia 
Tahun 2014 Nom or 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 ten tan g Perubaha n Ked a Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In donesia 
Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lem bara n Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tah u n 2007 
tentang Kader Pem berdayaan Ma syaraka t ; 

8. Peratu ran Menteri Keseh atan Nomor 65 Tahun 2013 
Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaa n Pember­
dayaan Ma syaraka t Bida n g Kesehatan (Berita Negara 
Republik In donesia Tahun 201 3 Nom or 13 18); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269 /Menkes/ 
Per/ XI/ 20 11 ten tang Perilaku Hidup Bersih da n Sehat; 

10. Peratura n Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 ten tang Ta ta Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Tahun 
201 6 Nomor 1); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3) ; 

12 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 7); 
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13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 83 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat 
Kesehatan Masyarakat pad a Dinas Kesehatan; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN PERILAKU HIDUP 
BERSIH DAN SEHAT DI KABUPATEN TASIKMALAYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i ini yang dimaksu d dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebaga i unsur penyelenggara Peme­

rin tahan Daerah yang memimpin p elaksanaan urusan pemerinta han yang 
menjadi kewenangan daerah otonom . 

3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
4. Dinas esehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya . 
5 . Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingka t PHBS 

adala h sekumpulan perilaku keseha tan ya n g dilakukan atas kesadaran 
seba ga i h asil pembelajaran yang menjadikan seseorang a tau keluarga 
dapa t / menolon g diri sen diri dibidang kesehatan dan berperan a ktif dalam 
mewujudkan kesehatan masyaraka tnya. 

6 . Rumah Tangga adalah wahana atau wadah yang terdiri dari bapak, ibu dan 
anak-anaknya serta anggota kelu arga lainya dalarn melaksan akan kehi­
dupa n sehari-hari. 

7. Sehat adalah su a tu keadaan seja h tera ya n g meliputi fisik , men tal dan sosial 
yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. 

8. Air Susu Ibu Eksklu sif yang selanjutnya disebu t ASI Eksklusif, adalah ASI 
yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selarna 6 (enarn) bulan, tanpa 
menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. 

9 . Air Bersih ada lah air yang digu nakan untu k keperlu an sehari-hari yang 
kualitasnya memen u hi syarat kesehatan dan dapat dimin um apa bila telah 
dimasak. 

10. Jamban Sehat adalah suatu fasilitas pem buangan tinja yang efektif untuk 
memutuskan mata rantai penularan penyakit. 

11 . Pemberantasan Sarang Nyamuk yang selanjutnya disingkat PSN adalah 
kegiatan untuk memberantas tempat perkembang biakan nyamuk yang 

bertujuan memutus siklus hidup nyarnuk. 
12. Warga Sekolah adalah masyarakat sekolah, yang antara lain meliputi guru , 

peserta didik, karyawan sekolah, Komite Sekolah (orang tua murid). 
13. Jajanan Sehat adalah jajanan yang bersih, arnan, sehat, bergizi dan tidak 

mengandung zat-zat berbahaya. 
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14. Kantin Sehat adalah suatu ruang atau bangunan yang berada di sekolah 
yang menyediakan makanan sehat untuk siswa yang dilayani oleh petugas 
kantin . 

15 . Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah secara 
sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik. 

16. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual 
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 
secara sosial dan ekonomis. 

17. Tempat Kerja adalah ruangan tertutup dimana tenaga kerja bekerja atau 
yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha baik 
Pemerintah maupun swasta. 

18 . Tempat Umum adala h sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat. 

19. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingka t PHBS adalah 
seku m pu lan perilaku yang dipraktikkan a tas dasar kesadaran sebagai hasil 
pem belajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat m enolong 
diri sendiri (mandiri) dibidang keseh atan dan berperan aktif dalam kegia tan­
kegia tan keseh atan di masyaraka t. 

20. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Ru mah Tangga yang selanjutnya disebut 
PHBS Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah 
tan gga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan PHBS ser ta berperan 
aktif dalam gerakan kesehatan di ma syarakat 

21 . Perila ku Hidup Bersih dan Sehat In stitusi Pendidikan ya n g selanjutnya 
disebu t PHBS Institusi Pendidikan adalah upaya untu k memberdayakan 
siswa , guru , dan ma syaraka t lingkunga n sekolah aga r tahu , mau dan 
mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan 
sekolah yang seh a t. 

22. Perilaku Hid u p Bersih dan Sehat Tempat Kerja yang selanjutnya disebut 
PHBS Tempa t Kerja adalah upaya untu k memberdayakan pemimpinj 
pengelolaj pekerja dan masya rakat lin gku n gan tempat kerja a gar tahu, mau 
dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam m ewujudkan 
tempa t kerja yan g sehat . 

23. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tempa t-Tempat Umu m yan g selanjutnya 
disebut PHBS Tem pat-Tem pat Umu m adalah u paya u n tuk m emberdayakan 
pemimpin jpengelolajpengunjung agar tahu, ma u da n mampu 
memprakt kkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat­
tempat umum yang sehat. 

24. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Institusi Kesehatan yang selanjutnya 
disebut PHBS Institusi Kesehatan adalah u paya untuk memberdayakan 
petugas dan pengunjung institusi keseh a tan agar tahu , mau dan mampu 
mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan institusi 
kesehatan yang sehat. 

25. Derajat Kesehatan adalah sesuatu yang in gin dicapai dalam bidang 

kesehatan. 
26. Derajat Kesehatan Keluarga dan Masyarakat yang Optimal adalah tingkat 

kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dicapai pada suatu saat yang 
sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap 
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orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya 
secara terus menerus. 

27 . Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menimbulkan kemampuan 
masyarakat untuk mendukung terwujudnya perilaku hidup bersih dan 
sehat. 

28. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah 
anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, 
kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi 
dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. 

29. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, selanjutnya disingkat UKBM 
adalah wahana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar 
kebutuhan masyarakat, dikeioia oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat , 
dengan bim bingan dari petugas Puskesmas, lintas sektor dan Iembaga 
terkait Iain nya . 

30. Tenaga Kesehatan adalah setia p orang yan g telah memiliki ijazah dan atau 
sertifikasi melalui pendidikan dan atau pelatihan dibidang keseh a tan yang 
men gabdikan diri dibidang kesehatan sesuai keahlian dan kompeten si yang 
dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan 
keseh atan. 

31 . Advokasi adalah upaya atau proses yang sinergis dan terencana untuk 
mendapatkan kemitraan dan duku n gan dari pihak-pihak yang terkait . 

32. Kemitraan a dalah jalinan kerjasama antara berbaga i ektor da n unsur 
masya raka t yang terka it den gan PHBS berdasarka n kesetaraan, keterbu­
kaan dan asas manfaat bersama. 

BAB II 
RUANG LI GKUP 

Pa sal 2 

Ruang Lingkup Pera tu ran Bupati ini melipu ti: 
a . maksu d dan tujuan; 
b . PHBS ruma h tangga ; 
c . PHBS in stitusi pen didikan ; 
d . PHBS tem pat kerja; 
e . PHBS tem pat-tempat u mum; dan 
f. PHBS institusi kesehatan . 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 

Penyelenggaraan PHBS dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan 
dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan sehin gga akan 
meningkatkan kualitas hidup setiap anggota keluarga dan masyarakat. 

Pasal 4 

Penyelenggaraan PHBS mempunyai tujuan: 
a . meningkatkan perilaku sehat ; 
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b . meningkatkan lingkungan sehat; 
c . meningkatkan pemberdayaan masyarakat; 
d. menurunkan angka kesakitan dan kematian; dan 
e . meningkatkan umur harapan hidup. 

BABIV 
PHBS RUMAH TANGGA 

Bagian Kesatu 
Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 

Pasal5 

(1) Setiap persalinan wajib ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. 
(2) Tenaga keseh atan terla tih sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah 

Bidan profesional dan dokter. 

(3) Setiap ada persalin an harus dilaksanakan di saran a pelayana n kesehatan. 

Bagian Kedua 
Memberikan ASI Ekslusif 

Pa sa l6 

(1) Setia p persalinan wajib dilakukan in isiasi menyusu dini. 
(2) Inis iasi menyusu dini sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dilaku kan pada 

ba i baru lah ir. 
(3) Setiap bayi berhak mendapa tkan ASI eksklusif sampai umu r 6 (en am ) bulan. 
(4) Setia p ibu berkewajiban memberikan ASI Eksklu if kecua li karena alasan 

medis. 

Bagian Ketiga 
Men im bang Balita Secara Tera tur 

Pa sal 7 

(1) Setiap balita (0-59 bu lan) waj ib m enda pa tkan pemanta an status gizi 
melalu i pen imbangan r tin setiap bu lan. 

(2) Peman tauan status gizi s eba gaimana dim aksud pada ayat (1) d ilaksanakan 
melalui pengukuran berat badan dan tinggi ba dan di posyandu. 

Bagian Keem pat 
Menggun akan Air Bers ih 

Pasal8 

Setiap keluarga menggunakan air bers ih u ntuk kebutuhan sehari-hari. 

Bagian Kelima 
Mencuci Tangan dengan Air dan Sabun 

Pasal9 

(1) Setiap individu dalam rumah tangga yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun 
wajib mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 

. .. 
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(2) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sebelum makan/menyuapi anak atau sebe1um 
menjamah/memegang makanan, sesudah buang air besar/menceboki anak, 
setelah membuang kotoran/sampah, sete1ah membuang ingus dan setelah 
melakukan aktifitas lainnya. 

Bagian Keenam 
Menggunakan Jamban Sehat 

Pasa110 

(1) Setiap anggota rumah tangga diwajibkan menggunakan jamban sehat. 

(2) Setiap orang dilarang membuang air besar disembarang tempat. 
(3) Tempat-tempat yang dilarang untuk membuang air besa r sebagaimana 

dimaksu d pada ayat (2) meliputi : 

a . 
b. 

c. 
d . 

e . 
f. 
g. 

halaman rumah; 
la pangan umum; 

sungal; 
drainase; 

pa ntai; 
gu n ung;dan 
tempat umum lainnya. 

Bagian Ketujuh 
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 

Pa sal 11 

Setiap anggota rumah tangga mempunyai kewajiban melaku kan Pemberantasan 
Sarang Nyamuk (PSN) setiap minggu. 

Bagian Kede1apan 
Makan Sayur dan Buah Setiap Hari 

Pasal12 

(1) Setiap anggota rumah tangga u mur 10 (sepuluh ) tahun kea tas diwajibkan 
makan sayu r dan buah setiap hari. 

(2) Yang dimaksud makan sayu r dan buah setiap h ari sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah mengkonsumsi minimal 3 (tiga) porsi sayur dan 2 (dua) 
porsi buah atau sebaliknya setiap hari. 

Bagian Kesembilan 
Melakukan Aktifita s Fisik Setiap Hari 

Pasal 13 

(1) Setiap anggota rumah tangga umur 10 (sepuluh) tahun ke atas diwajibkan 
melakukan aktifitas fisik setiap hari. 

(2) Melakukan aktifitas fisik setiap hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah dalam seminggu terakhir melakukan aktifitas fisik/olahraga paling 
sedikit 30 (tiga puluh) menit setiap hari. 
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Bagian Kesepuluh 
Tidak Merokok di dalam Rumah 

Pasa114 

Setiap anggota rumah tangga dilarang merokok dalam rumah. 

BAB V 
PHBS INSTITUSI PENDIDlKAN 

Bagian Kesatu Cud Tangan Pakai Sabun 

Pasa115 
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(1) Setiap warga sekolahan diwajibkan mencuci tangan dengan air bersih yang 
mengalir dan menggunakan sabun. 

(2) Untuk m elaksanakan mencud tangan dengan air bersih yang mengalir 
dengan menggunakan sabun sebagaiman a dimaks d pada ayat (1) , 
disekolahan menyediakan sarana tempat cud tangan/wastafel dengan air 
yang mengalir dan sabun. 

Bagian Kedua 
Mengkonsumsi Jajanan Sehat di Sekolah 

Pasa116 

(1) Setiap warga sekolahan diwajibkan mengkonsumsijajanan sehat dari kantin 
sekolah. 

(2) Setiap in stitusi pendidikan menyediakan kantin sekolah. 

Bagian Ketiga 
Menggunakan Jamban yang Bersih dan Seha t 

Pasal17 

(1) Setiap warga sekolahan diwajibkan menggun akan jamban/ toilet yang bersih 
dan sehat. 

(2) Setiap ins ti tusi pendidikan menyediakan ja mban/ toilet dengan ra sio siswa 
laki-laki 40 : 1 dan rasio perempuan 25 : 1. 

(3) Institus i pendidikan m em berika n pendidikan secara dini tentang penggu­
naan jam ban/toilet. 

Bagian Keempat 
Melakukan Olahraga yang Teratur dan Teru kur 

Pasal1 8 

(1) Setiap warga sekolahan melakukan olahraga yang teratur dan terukur. 
(2) Setiap institusi pendidikan menyediakan fasilitas olahraga. 

Bagian Kelima 
Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk di Lingkungan Sekolah 

Pasal19 

(1) Setiap warga sekolahan melaksanakan kegiatan memberantas sarang 
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nyamuk di lingkungan sekolahan. 
(2) Kegiatan Pemberantasan sarang nyamuk sebagaimana dimaksud pad a 

ayat (1) terjadwal rutin setiap minggu. 
(3) Institusi pendidikan memberikan pendidikan secara dini tentang 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan Pemantau Jentik 
Anak Sekolah (PEJ AS) . 

Bagian Keenam 
Tidak merokok di Sekolah 

Pasal20 

(1) Setiap warga dan pengunjung sekolahan dilarang merokok. 
(2) Institusi pen d idikan memberikan pendidikan secara dini tentan g dampak 

negatif a sa p rokok bagi kesehatan. 
(3) Larangan merokok ebagaimana dimaksu d pada aya t (1) dibu ktika n dengan 

h imbau an dilarang merokok di ruanganj area sekolah oleh Pimpinan serta 
adanya media promosi tentang laran gan merokok di lingkungan sekolahan. 

Bagian Ketujuh 
Menimbang Berat Badan dan Mengukur Tinggi Badan 

Pasa1 21 

(1) Peserta didik ditimbang berat bada n dan diuku r tinggi badan setiap 6 (enam) 
bulan. 

(2) Masin g-masing peserta didik mem pu nyai Buku Kartu Menuju Sehat Anak 
Sekolah atau register pemeriksa an kesehatan peserta didik , a da jadwal 
untu k pemeriksaan rutin anak sekolah. 

(3) Institusi pendidikan menyediakan sarana untuk menimbang bera t badan 
dan mengukur tinggi ba dan serta bu ku Kartu Menuju Seh at. 

Bagian Kede1a pan 
Membuang Sampah pada Tem patnya 

Pasa122 

(1) Setiap warga sekolahan membuang sampah pada tempatnya. 
(2) Institusi pen didikan men ediakan tempat sampa h yang memenuhi syarat 

dan sesuai kebu tuhan. 

BAB VI 
PHBS TEMPAT KERJA 

Bagian Kesatu 
Tidak Merokok di Tempat Kerja 

Pasal23 

(1) Setiap pekerja dilarang merokok di ruangan tempat kerja. 
(2) Tempat kerja menyediakan area merokok. 
(3) Larangan merokok di ruangan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibuktikan dengan h imbauan dilarang merokok di ruangan/area 
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tempat kerja oleh pimpinan serta adanya media promosi tentang larangan 
merokok di ruanganjarea kerja. 

Bagian Kedua 
Membeli dan Mengkonsumsi Makanan dari Tempat Kerja 

Pasal24 

(1) Setiap pekerja membeli dan mengkonsumsi makanan dari tempat kerja. 
(2) Tempat kerja menyediakan kantin yang sehat dan bersih . 

Bagian Ketiga 
Melakukan Olahragaj Aktifitas Fisik Secara Teratur 

Pasal25 

(1) Setiap pekerja melakukan olahraga/ aktifita s fisik secara tera tu r dengan 
adanya jadwal olahraga secara rutin untuk pekerja. 

(2) Tempat kerja menyediakan saran a olahraga dan waktu bagi pekerja u ntuk 
m ela kukan aktifitas olahraga. 

Bagian Keempat 
Mencuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun 

Pasal 26 

(1) Setia p pekerja mencuci tangan de gan air bersih dan sabun. 
(2) Untuk melaksanakan m ncuci tan gan dengan air bersih dan sabun 

seba gaimana dimaksud pada ayat (1), d i tempat kerja menyediakan 
wastafel/tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. 

Bagian Kelima 
Memberanta s Sarang yamuk di Tem pat Kerja 

Pa sa1 27 

Setiap pekerja melakuka n kegiata n Pem berantasan Sarang Nya muk (PSN) secara 
terjadwal minimal 1 (sa u) kali seminggu di tem pat kerja. 

Bagian Keenam 
Menggunakan Air Ber sih 

Pasal 28 

(1) Setiap pekerja menggunakan sarana rur bersih yang memenuhi syarat di 
tempat keIja. 

(2) Tempat kerja menggunakan air bersih yang dapat meliputi air PDAM, aIr 
pompa, sumur terlindung yang beIjarak minimal 10m dari tempat 
penampungan kotoran atau limbah dengan syarat fisik jernih, tidak berbau, 
tidak berasa, tidak berwarna. 
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Bagian Ketujuh 
Menggunakan Jamban Saat Buang Air Kedl dan Buang Air Besar 

Pasal29 

(1) Setiap pekerja saat Buang Air Kedl dan Buang Air Besar di jamban/toilet. 
(2) Untuk buang air kedl dan buang air besar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), di tempat kerja menyediakanjambanftoilet yang bersih da n sehat. 

Bagian Kedelapan 
Membuang Sampah pada Tempatnya 

Pasal30 

(1) Setiap pekerja membuang sam pah pada tempatnya. 
(2) Tersedia tem pat sampah yang memenuhi syarat artinya tempat sampah 

bersih, tertutup, ada pemisahan antara sam pah basah dan sampah kering. 

Bagian Kesembilan 
Menggun akan Alat Pelindung Diri (APD) 

Pasal 3 1 

(1) Setiap pekerja menggunakan ala t pelindung diri (APD) sesu ai JenlS 
pekerjaannya. 

(2) Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) berupa 
masker , sarung tangan, helm, kacamata pelindung, sepa tu kerja , earplug/ 
earm u ff (pelindung telinga), baju kerja (sesuai jenis pekerjaan ). 

BAB VII 

PHBS TEMPAT-TEMPAT UMUM 
Bagian Kesatu Menggunakan Air Bersih 

Pasal 32 

(1) Setia p tempa t umu m menggun a kan air bersih . 
(2) Menggunaka n air bersih sebagaima n a dimaksud pada ayat (1) meliputi air 

PDAM, air pom pa, su m u r terlindu n g, yang berjarak minima l 10m dari 
tempat penampu n gan kotoran a tau limbah den gan syarat fisik jern ih , tidak 
berbau, tidak berasa , tidak berwar a . 

Bagian Kedu a 
M nggun akan Jamban Seh at 

Pasal33 

(1) Setiap pemilik/pengelola/pengunj u n g tempat umum menggunakan jamban. 
(2) Tersedia toilet/jamban yang bersih dan sehat artinya lantai selalu bersih dan 

tidak ada genangan air, tidak ada serangga a tau binatan g pengerat, mudah 

dibersihkan, tersedia air bersih, sabun, tersedia temp at sampah. 
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Bagian Ketiga 
Membuang Sampah pada Tempatnya 

Pasal 34 

(1) Setiap tempat umum menyediakan tempat sampah yang memenuhi syarat. 
(2) Tersedia tempat sampah yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) artinya tempat sampah bersih, tertutup, ada pemisahan antara 
sampah basah dan sampah kering. 

Bagian Keempat 
Tidak Merokok di Tempat-tempat Umum 

Pasal35 

(1) Setiap warga dan pengunjung dilarang merokok di tem pa t umum yang 
tertutup. 

(2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan 
him bauan dilarang merokok di ruangan/ area tempat umum oleh Pimpinan 
serta adanya media promosi ten tang larangan merokok di tempat-tempat 
umum. 

Bagian Kelima 
Tidak Meludah Sembarangan 

Pasal 36 

(1) Setiap warga dan pengunjung dilarang meludah sembarangan di temp at 
umu m . 

(2) Laran gan meludah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan 
himbau an dilarang meludah di ruangan/area tempat u mum. 

Bagian Keenam 
Memberantas Sarang Nyamuk 

Pasal37 

Pimpinan/ Pen gelola melaku kan kegiatan Pemberanta san Sarang Nyamuk (PSN) 
secara terjadwal min imal 1 (sa tu) kali seminggu . 

BAB VIII 
PHBS INSTITUSI KESEHATAN 

Bagian Kesatu 
Menggu nakan Air Bersih 

Pasa138 

(1) Petugas kesehatan dan pengunjung di institusi kesehatan menggunakan air 
bersih. 

(2) Institusi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan air 
bersih. 



Bagian Kedua 
Menggunakan J amban 

Pasal39 
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(1) Petugas dan pengunjung di Institusi kesehatan menggunakan jamban sehat. 
(2) Institusi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan 

jamban sehat untuk petugas dan pengunjung sesuai dengan kebutuhan. 

Bagian Ketiga 
Membuang Sampah pada Tempatnya 

Pasal40 

(1) Petugas dan pen gunJung di Institusi Keseh a tan membuang sampah pada 
tempatnya. 

(2) Institusi Kesehata n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan 
tempat sampah yang memenuhi syarat sesuai dengan jenis sampah (medis 
dan n on medis) dan jumlahnya sesuai kebutuhan. 

Bagian Keempat 
Tidak Merokok d i In stitusi Kesehatan 

Pasal 41 

(1) Petugas Keseh a tan dan pen gunjun g di Institusi Kesehatan dilarang merokok. 
(2) Laran gan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) dibuktika n dengan 

himbau an dilarang merokok diruangan/ area in stitusi keseha tan oleh 
pimp in a n serta adanya media promosi tentang larangan merokok di 
lingku n gan institusi kesehatan. 

Bagian Kelima 
Tidak Meludah Sembarangan 

Pa sa142 

(1) Petuga s da n pengunju n g di Institusi Kesehatan dilarang meluda h semba­
rangan. 

(2) Larangan melu dah sem baran gan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuktikan dengan himbauan dilarang meludah di Institusi Kesehatan. 

Bagian Keenam 
Memberantas J entik Nyamuk 

Pasal43 

Pimpinan/Pengelola melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 
secara terjadwal minimall (satu) kali seminggu. 

BABIX 
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB 

Pasa144 

(1) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi: 
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a. menetapkan kebijakan pengalokasian anggaran penyelenggaraan PHBS; 
b . membentuk Kelompok Kerja (Pokja) penyelenggaraan PHBS di daerah; 
c . memberikan bantu an teknis dalam penyelenggaraan PHBS di daerah. 

(2) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Desa meliputi: 
a . memfasilitasi penyelenggaraan PHBS di wilayah Desa ; dan 
b. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyelenggaraan PHBS di wilayah 

Desa. 

BABX 
PERAN SERTA MASYARAKA T 

Pasal 45 

(1) Masyarakat memberikan dukungan pelaksanaan penyelenggaraan PHBS 
baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi. 

(2) Masyaraka t mem iliki kesempatan untu k berperan serta dalam penyeleng­
garaan PHBS beserta sumber dayanya secara aktif dan kreatif. 

(3) Du kungan dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan melalui: 
a . tu rut serta memberikan sumbangan pemikiran dan penyebara n infor­

masi terkait dengan penyelenggaraan PHBS ; 
b. mem bantu melakukan evaluasi pelaksanaan program penyelen ggaraan 

PHBS. 

BAB XI 
KELUARAN 

Pasa1 46 

(1) Ruma h Tangga Sehat meliputi: 
a . Indikator Tunggal Meliputi: 

1) persen tase Persalinan di tolon g oleh petuga s keseha tan; 
2) persentase bayi d iberi ASI eksklusif; 
3) persentase Menimban gkan Balita secara tera tu r seti p bulan ; 
4) persen tase ruma h ta n gga yang m ela kukan cu ci tangan pakai sabun 

da n air bersih yang mengalir; 
5) persentase ru m ah tangga m enggunakan air bersih; 
6) per sen ta se rumah tangga m enggunakan jamban sehat; 
7) persentase rumah tangga melakukan pemberantasan sarang 

nyamuk; 
8) persentase ru mah tangga yang makan buah dan sayur; 
9) persentase rumah tangga yang melakukan aktifitas fisik setiap hari; 
10) persentase rumah tangga yang tidak merokok di dalam rumah; 

b. Indikator Gabungan (Komposit) m eliputi: 
1) persentase rumah tangga sehatjber-PHBS yang diukur dari persen­

tase rumah tangga yang memenuhi 10 (sepuluh) indikator PHBS di 
rumah tangga ; 

2) apabila dalam rumah tangga tersebut tidak ada ibu yang pernah 
melahirkan dan tidak mempunyai balita maka pengertian rumah 
tangga sehat/ber-PHBS yang memenuhi 7 (tujuh) indikator. 
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(2) PHBS Institusi Pendidikan meliputi: 
a. Indikator Tunggal Meliputi: 

1) persen tase siswa melakukan CTPS; 
2) persentase siswa mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah; 
3) persentase siswa menggunakan jamban yang bersih dan sehat; 
4) persentase siswa melakukan olah raga yang teratu r dan terukur; 
5) persentase warga sekolah memberantasjentik nyamuk; 
6) persentase warga sekolah tidak merokok di sekolah; 
7) persentase siswa menimbang berat badan dan mengukur tinggi 

badan setiap 6 (enam) bulan; 
8) persentase siswa membuang sampah pada tempatnya ; 

b . Indikator Gabungan (komposit) meliputi: 
1) Klasifikasi I diukur dari persentase sekolah memen uhi 1-2 indikator 

PHBS institusi pendidikan; 
2) Klasifikasi II diukur dari persentase sekolah memenuhi 3-4 indikator 

PHBS institusi pendidikan; 
3) Klasifikasi III diukur dari persentase sekolah memenuhi 5-6 

indikator PHBS institusi pendidikan; 
4) Klasifikasi IV diukur da ri persentase sekolah memenuhi 7-8 

indikator PHBS institusi pendidikan. 
(3) PHBS Tempat KeIja meliputi: 

a . Indikator Tunggal Meliputi: 
1) persentase tempat keIja yang men erapkan KTRj KTM; 
2) persentase pekeIja yang membeli dan mengkonsumsi ma anan dari 

tempat kerja ; 
3) persenta se pekerja melaku kan olahraga j aktifitas fisik secara teratur 

dan temp a t keIja mempunyai jadwal kegiatan olahraga; 
4) persenta se pekerja melakukan cuci tangan pakai sabun; 
5) persen tase Tempat keIja melakukan Pemberanta an sarang nyamuk 

eminggu se ali dan ling u ngan tempat keIj bebas jentik ; 
6) persen tase tem pat keIja men ggun akan air bersih; 
7) persentase peke ja mengg nakan jamban seha t di tempat kerja; 
8) persentase pekerja membu ang sampah pad a tempatnya ; 
9) persentase Pekerja mengg nakan Alat Pelindung Diri ( PD). 

b . b . Indikator gabungan (komposit) meliputi: 
1) Klasifikasi I diuku r dari persentase sekolah me menu h i 1-2 indikator 

PHBS Tempat keIja ; 
2) Klasifikasi II diukur dari persentase sekolah memenuhi 3-4 indikator 

PHBS tempat keIja; 
3) Klasifikasi III diukur dari persentase sekolah memenuhi 5-7 

indikator PHBS tempat kerja; 
4) Klasifikasi IV diukur dari persentase sekolah memenuhi 8-9 

indikator PHBS tempat kerja. 
(4) PHBS Tempat-Tempat Umum meliputi: 

a. Indikator Tunggal Meliputi: 
1) persentase tempat-tempat umum yang menggunakan air bersih; 
2) persentase tempat-tempat umum menggunakanjamban sehat; 
3) persentase tempat-tempat umum menyediakan tempat sampah; 
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4) persentase tempat-tempat umum yang menerapkan KTR j KTM; 

5) persentase tempat-tempat umum yang menerapkan tidak boleh 
meludah di sembarang tempat; 

6) persentase tempat-tempat umum yang bebas jentik dan ada jadwal 
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) ; 

b. b. Indikator gabungan (komposit) meliputi: 
1) Klasifikasi I diukur dari persentase sekolah memenuhi 1-2 indikator 

PHBS tempat-tempat umum; 
2) Klasifikasi II diukur dari persentase sekolah mernenuhi 3-4 indikator 

PHBS tempat -ternpat umum; 
3) Klasifikasi III diukur dari persentase sekolah memenuhi 5 indikator 

PHBS tempa t tempa t umum; 
4) Klasifikasi IV diukur dari persentase sekolah rnernen u hi 6 indikator 

PHBS tempat-tempat umum. 
(5) PHBS Institusi Kesehatan meliputi: 

a . Indikator Tunggal Meliputi: 
1) persentase Institusi Keseha tan yang menggunakan air bersih ; 
2) persentase Institusi kesehatan tersedia jarnban sehat; 
3) persentase institusi kesehatan menyediakan ternpat sampa h yang 

memenuhi syarat; 
4) persentase in stitusi keseh atan yang menerapkan KTR dan ada 

larangan rnerokok; 
5) persentase institusi keseh atan yang bersih dari ludah dan ada 

larangan meludah disembarang ternpat; 
6) persentase institusi keseh a tan yang bebas j entik dan ada jadwal 

Pemberan asan Sarang Nyamuk (PSN). 
b. In dikator gabun gan (komposit) meliputi: 

1) Klasifika si I diukur dari persentase sekolah memenuhi 1-2 in dikator 
PHBS in stitusi kesehatan; 

2) Klasifikasi I diukur da ri persentase sekolah memenuhi 3-4 indikator 
PHBS institusi kesehatan; 

3) Kla sifika si III diukur dari persenta se sekolah memenuhi 5 indikator 
PHBS insti usi kesehatan; 

4) Kla sifika si IV diu kur dari persentase sekolah memenuhi 6 indikator 
PHBS in stit s i kesehatan. 

BAB XII 
PEMBINAAN DAN PENGAW ASAN 

Pasa147 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 

(2) Dalarn rnelakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) , Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang, secara 
teknis operasional dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsi. 
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BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa148 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Diundangkan di Sin gaparna 
pada tanggal 27 Desember 2018 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN T SIKMALAYA, 

7 
Drs. H. lIN INUDI Sl. 

NIP. 19630929 98503 1 0 13 

Ditetapkan di Sin gaparna 
pada tangga1 27, Desember 201 

BUPATI TASIKMALAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 44 


